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NAMA : Rania Nur Hafsah 

NIM  : 02011381924404 

JUDUL : Perlindungan Hukum Bagi Debitur Terhadap Penentuan 

Nilai Limit Lelang Hak Tanggungan Dalam Penyelesaian 

Kredit Macet (Studi Putusan Perkara No. 1225 K/PDT/2021). 

ABSTRAK 

 

Perjanjian timbul karena kesepakatan dari kedua pihak, yang menimbulkan hak dan 

kewajiban. perjanjian yang sering ditemui yaitu perjanjian utang piutang. Subjek 

dari perjanjian utang piutang, kreditur dan debitur. Debitur dan kreditur tersebut 

sepakat, debitur memberikan jaminan sebagai penjamin pelunas utang yaitu 

jaminan hak tanggungan, yang diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996. 

Penulisan skripsi ini didasari pada perjanjian utang piutang debitur dan kreditur, 

debitur melakukan wanprestasi, lalu kreditur  melelang dengan menentukan nilai 

limit rendah, debitur dirugikan lalu menggugat kreditur. Rumusan masalah yang 

diangkat adalah bagaimana perlindungan hukum bagi debitur terhadap penentunan 

nilai limit yang terlalu rendah dan apa pertimbangan hakim dalam Putusan 

Mahkamah Agung Nomor. 1225 K/PDT/2021. Penelitian ini menggunakan metode 

normatif, penarikan kesimpulan secara induktif. Tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui perlindungan hukum bagi debitur dan mengetahui bagaimana 

pertimbangan hakim dalam mengatasi penetapan nilai limit yang rendah. Hasil dari 

penelitian, yaitu perlindungan preventif bagi debitur pada Pasal 20 ayat 2 UU HT 

dan perlindungan represif pada Pasal 49 PMK No. 27/2016, pertimbangan hakim 

ialah Debitur telah wanprestasi, sehingga tetap harus dilaksanakan lelang dengan 

nilai limit yang ditentukan oleh kreditur dan proses penetapan nilai limit sudah 

tepat, namun berdasarkan faktanya penentuan nilai limit tersebut bertentangan 

dengan Peraturan Menteri Keuangan. 

 

Kata Kunci : Utang Piutang, Hak Tanggungan, Lelang, Nilai Limit. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Indonesia pada saat ini memiliki perekonomian yang semakin 

membaik, capaian pertumbuhan ekonomi di Indonesia sudah berada di atas 

rata-rata Produk Domestik Bruto atas dasar harga yang berlaku mencapai 

Rp 16.970,8 Triliun dan Produk Domestik Bruto per kapita telah mencapai 

Rp 62,2 Juta atau setara dengan US$ 4.3495,5. Pencapaian perekonomian 

di Indonesia tahun 2021 tumbuh sebesar 3,69 persen, lebih tinggi 

dibandingkan dengan capaian tahun 2020 yang pada saat itu sebesar 2,07 

persen.1 Dari PDB ini kita dapat mengetahui laju pertumbuhan 

perekonomian, dalam meningkatkan perekonomian terdapat beberapa cara 

yaitu dengan kegiatan ekonomi diantara lain, produksi, konsumsi dan 

distribusi, contoh kegiatan produksi pada saat ini seperti mendirikan 

perusahaan jasa dan perusahaan dagang dengan tujuan untuk meningkatkan 

laba perekonomian masyarakat itu sendiri.  

Melakukan pendirian perusahaan jasa atau perusahaan dagang 

tentunya memerlukan modal usaha yang cukup besar, maka dari itu peran 

perbankan sangat penting saat memulai usaha bagi para masyarakat, dalam 

melakukan usaha, tentunya diperlukan modal yang cukup besar, salah satu 

 
1 Badan Pusat Statistik, 2021, Ekonomi Indonesia Triwulan IV 2021 Tumbuh 5, 02 Persen 

(y-on-y), https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/02/07/1911/ekonomi-indonesia-triwulan-iv-

2021-tumbuh-5-02-persen--y-on-y 

.html#:~:text=Perekonomian%20Indonesia%202021%20yang%20diukur,juta%20atau%20US%24

4.3p49%2C5 diakses pada 30 Juli 2022 Pukul 12.56 WIB. 

https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/02/07/1911/ekonomi-indonesia-triwulan-iv-2021-tumbuh-5-02-persen--y-on-y%20.html#:~:text=Perekonomian%20Indonesia%202021%20yang%20diukur,juta%20atau%20US%244.3p49%2C5
https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/02/07/1911/ekonomi-indonesia-triwulan-iv-2021-tumbuh-5-02-persen--y-on-y%20.html#:~:text=Perekonomian%20Indonesia%202021%20yang%20diukur,juta%20atau%20US%244.3p49%2C5
https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/02/07/1911/ekonomi-indonesia-triwulan-iv-2021-tumbuh-5-02-persen--y-on-y%20.html#:~:text=Perekonomian%20Indonesia%202021%20yang%20diukur,juta%20atau%20US%244.3p49%2C5
https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/02/07/1911/ekonomi-indonesia-triwulan-iv-2021-tumbuh-5-02-persen--y-on-y%20.html#:~:text=Perekonomian%20Indonesia%202021%20yang%20diukur,juta%20atau%20US%244.3p49%2C5
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jalan keluar dari modal usaha itu sendiri ialah melakukan pinjaman kredit 

pada bank. Bank-bank juga ingin memberikan pelayanan yang terbaik bagi 

para produsen dan distributor, diantaranya yakni dengan cara mencari dan 

mendapatkan dana yang dihasilkan dari masyarakat berupa tabungan serta 

berupa pinjaman untuk disalurkan kepada sektor perusahaan.2  Namun tidak 

semua Bank siap untuk meminjamkan uang ke masyarakat, dan tentunya 

dalam melakukan pinjaman diberlakukan pembatasan oleh para bank.  

Bank dalam melakukan pinjaman kepada nasabah, tidak serta merta 

langsung meminjamkan, bank akan melaksanakan pengamatan seperti 

informasi ekonomi mikro dan makro, serta menyelidiki serangkaian 

penelitian yang dilakukan secara mendalam terhadap informasi nasabah 

dalam membayar berupa pinjaman yang di peroleh dari bank itu sendiri. 

Pinjaman atau yang biasa kita sebut kredit dari bank sangat mengandung 

resiko jika dikeluarkan sehingga dalam melaksanakan kredit, pihak bank 

wajib mempertimbangkan terhadap suatu asas-asas dalam perkreditan, yang 

diantaranya yakni watak (Character), kemampuan (Capacity), Jaminan 

(CollateralI), Kondisi Ekonomi (Condition of Economy), dan Modal 

(Capital),.3 

 
2 Jamal Wiwoho, 2014, Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan bukan 

Bank dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat: Jurnal Masalah-Masalah Hukum 

Vol.43, No 1, hlm 90 https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9028 diakses pada 30 

Juli 2022 Pukul 11.12 WIB. 
3 Deviyanti Boru Tobing, 2012, Penerapan Asas 5C dalam Pemberian Kredit: Jurnal 

Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, hlm 3 

https://lib.atmajaya.ac.id/DDefault.aspx?tabID=52&tpk=%22ASAS%22&p=3 diakses pada 30 Juli 

2022 Pukul 20.20 WIB. 

https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9028
https://lib.atmajaya.ac.id/DDefault.aspx?tabID=52&tpk=%22ASAS%22&p=3
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Dalam melakukan kredit terhadap bank, debitur wajib dilandaskan 

dengan adanya suatu jaminan, yang mana jaminan dapat dikatakan suatu 

jaminan pelunas utang atau kredit. Berdasarkan Pasal 1131 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa, “Kebendaan milik debitur baik 

yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang 

baru akan menjadi tanggungan atas utang-utangnya”. Ketika terlaksananya 

pinjaman kredit antara kreditur dan debitur, maka selanjutnya akan ada 

perjanjian jaminan yang tujuannya lebih menegaskan dan memberi 

ketenangan bagi kreditur dalam meminjamkan kredit. Jaminan kebendaan 

dalam bentuk tanah / hak tanggungan merupakan suatu jaminan yang sering 

dipakai dalam perjanjian biasanya.4 

Kewajiban debitur untuk membayar kembali utangnya merupakan 

salah satu prinsip dalam pemberian kredit yang berupa pembayaran kembali 

(repayment) dimana kapasitas pihak debitur untuk membayar wajib untuk  

dipikirkan terlebih dahulu apakah kapasitas pihak debitur untuk membayar 

tersebut telah sesesuai sama dengan jadwal suatu pembayaran kembali 

(repayment) terhadap kredit nantinya akan diberikan5, tentunya dibuat 

perjanjian agar kreditur dapat menuntut kewajiban debitur untuk membayar 

kredit yang dipinjamkan oleh kreditur, tetapi tidak semua perjanjian sesuai 

 
4 Marnita, 2016, Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan sebagai Upaya Penyelesaian 

Pembiayaan Bermasalah (Studi pada PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Lampung): Jurnal 

Universitas Lampung, Vol.10, hlm 526 https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/791 

diakses pada 2 Agustus 2022 Pukul 12.58 WIB. 
5 Mega Bintang Pamungkas, 2021, Asas-Asas Hukum Perjanjian pada Perjanjian Kredit 

Bank BRI dalam Kajian Hermeneutik: Jurnal Universitas Muhammadiyah Jember, hlm 5 

http://repository.unmuhjember.ac.id/8704/ diakses pada 2 Agustus 2022 Pukul 14.13 WIB. 

https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/791
http://repository.unmuhjember.ac.id/8704/
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dengan keinginan kreditur dan debitur, faktanya sering terjadi wanprestasi. 

Berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata menyatakan bahwa “Wanprestasi 

merupakan debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta 

sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila 

perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya 

waktu yang ditentukan". 

Sebelum bank mendapatkan perlindungan hukum atas kredit macet 

yang dialami, biasanya bank akan memberikan peringatan kepada debitur 

untuk melunasi utangnya, baik peringatan tertulis maupun tidak tertulis, 

maka jika debitur juga belum dapat melunasi utangnya, bank sebagai 

pemegang hak tanggungan pertama dengan diberikan kekuasaan oleh 

undang-undang dapat menjual objek hak tanggungan secara lelang dengan 

mengajukan permohonan lelang.6 Melalui Kantor Pelayanan Kekayaan 

Negara dan Lelang (KPKNL), Bank sebagai pemegang hak tanggungan 

pertama yang mempunyai kekuasaan oleh Undang-Undang dapat 

menjualkan suatu objek berupa hak tanggungan lelang dengan cara dapat 

mengajukan suatu permohonan lelang tersebut.7 Sebelum melaksanakan 

pelelangan resmi melalui KPKNL, tentunya perlu adanya penilaian resmi 

dan akan muncul nilai standar serta nilai limit yang telah ditetapkan, namun 

biasanya nilai yang telah ditetapkan seringkali lebih rendah dan jauh 

dibawah harga pasaran, hal ini yang membuat para debitur kecewa dengan 

 
6 Gatot Supramono, S.H., 2014, Perjanjian Utang Piutang, Kencana, hlm 5. 
7 Dedy Christanto, 2017, Mendorong Efektivitas Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, 

KPKNL Batam, https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12599/Mendorong-Efektivitas-

Lelang-Eksekusi-Hak-Tanggungan.html, diakses pada tanggal 2 Agustus 2022 Pukul 13.57 WIB. 

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12599/Mendorong-Efektivitas-Lelang-Eksekusi-Hak-Tanggungan.html
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12599/Mendorong-Efektivitas-Lelang-Eksekusi-Hak-Tanggungan.html
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penilaian tersebut karena tidak sesuai dengan harga yang diinginkan, 

kadangkala harga objek lelang hak tanggungan tersebut lebih kecil daripada 

utang termasuk juga bunga yang harus dibayarkannya pada saat itu. 

Beberapa perkara terhadap suatu nilai limit yang tidak sama sesuai  

suatu harga keinginan dari debitur, membuat para debitur merasa dirugikan 

dan seringkali menggugat pihak terkait mulai dari pihak bank sebagai 

kreditur dan pihak yang dipilih bank secara resmi untuk melakukan 

pelelangan pada objek jaminan hak tanggungan, yakni terhadap suatu 

perkara dalam pengadilan negeri tingkat pertama Nomor 

165/Pdt.G/2019/PN Plg yang diajukan oleh PT Surya Prima Abadi dengan 

diwakili oleh Direktur Utama (Mgs Dencik) terhadap PT Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk cq PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Kantor Wilayah 

Palembang sebagai dianggap dengan Tergugat I, Kantor Pelayanan 

Kekayaan Negara dan Lelang Palembang sebagai dianggap dengan 

Tergugat II, Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Muhammad Adlan & Rekan 

sebagai Tergugat III, dan Kantor Pertanahan Kota Palembang sebagai Turut 

Tergugat. 

Dalam kasus ini, PT Surya Prima Abadi sebagai penggugat 

membuat perjanjian kredit pada tanggal 5 Maret 2014, meminjam uang 

sebesar Rp. 40.000.000.000,- (empat puluh milyar rupiah) yang dengan 

diberikan suatu jaminan yang berupa :8 

 
8 Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor. 165/Pdt.G/2019/PN.Plg 
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a) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 

2227/Kelurahan 3 Ilir, tanggal 16 April 2003, seluas 213 M2 (dua 

ratus tiga belas meter persegi, sebagaimana dijabarkan dalam bentuk 

surat ukur tanggal 11 April 2003, Nomor 08/ 3 Ilir/2003, terletak di 

Kota Palembang, Kecamatan Ilir Timur II, Kelurahan 3 Ilir, 

Terdaftar dan tercatat sebagai pemegang hak atas nama OH Tji 

Jong/Febry Alfian. 

b) 2 (dua) bidang tanah beserta bukti kepemilikannya 

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 332/Kelurahan Bukit 

Sangkal, tanggal 11 Juni 2001, seluas 203 M2 (dua ratus tiga 

meter persegi), yang dijabarkan dalam bentuk surat ukur 

tanggal 21 Mei 2001 Nomor 39/B.Sangkal/01. 

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 333/Kelurahan Bukit 

Sangkal, tanggal 11 Juni 2001, seluas 203 M2 (dua ratus tiga 

meter persegi), yang dijabarkan dalam bentuk surat ukur 

tanggal 21 Mei 2001 Nomor 40/B.Sangkal/01. 

c) 1 (satu) Unit Kios Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah 

Susun. Nomor 413/GF/B.1.12 Kelurahan 8 Ilir, tanggal 29 Mei 

2006, seluas 13,8 M2 (tiga belas koma delapan meter persegi), yang 

dijabarkan dalam bentuk gambar denah tanggal 12 Mei 2006, 

Nomor 413/2006 terletak di Kota Palembang, Kecamatan Ilir Timur 

II, Kelurahan 8 Ilir, terdaftar dan tercatat sebagai pemegang hak atas 

nama Yovita. 
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d) Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 

4973/Kelurahan Kembangan Selatan, seluas 368 M2 (tiga ratus 

enampuluh delapan Meter persegi) yang dijabarkan dalam  bentuk 

surat ukur tanggal 12 Mei 2004, Nomor 67/2004, yang berada di 

Ibukota Jakarta, Kota Jakarta Barat, Kecamatan Kembangan, 

Keluruhan Kembangan Selatan, terdaftar dan tercatat sebagai 

pemegang hak atas nama Yovita. 

e) 3 (tiga) bidang tanah dengan bukti kepemilikan 

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3459/Desa Talang Kelapa, 

tanggal 8 Juni 1983, seluas 4.939 M2 (empat ribu sembilan 

ratus tiga puluh sembilan meter persegi), yang dijabarkna 

dalam bentuk gambar situasi tanggal 20 Maret 1982, Nomor 

411/1982. 

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3460/Desa Talang Kelapa, 

tanggal 8 Juni 1983, seluas 6.148 M2 (enam ribu seratus empat 

puluh delapan meter persegi), yang dijabarkan dalam bentuk 

gambar situasi tanggal 20 Maret 1982, Nomor 410/1982. 

- Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 12734/KelurahanTalang 

Kelapa, tanggal 11 Nopember 2010, seluas 13.070 M2 (tiga 

belas ribu tujuh puluh meter persegi), yang dijabarkan dalam 

bentuk surat ukur tanggal 4 Nopember 2010, Nomor 

869/Talang Kelapa 2010. 
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f) 1 (satu) unit peralatan AMP-1000-FA Full Automatic, tahun 2008, 

yang dilengkapi dengan Kettle berkapasitas 20.000 liter, genset 

perkins kapasitas 250 KVA, Wet Cyclone WC- 800, atas nama 

PT.Surya Prima Abadi. 

Penggugat dalam melakukan pinjaman kreditnya telah lalai karena 

tidak dapat menyanggupi pembayarannya selama jangka waktu yang telah 

ditentukan, dan Tergugat I telah melakukan peringatan sebanyak tiga kali, 

maka dari itu selanjutnya Tergugat I bekerjasama dengan Tergugat II yaitu 

KPKNL Palembang untuk melakukan pelelangan terhadap seluruh jaminan 

yang telah dijaminkan. Jaminan juga telah dilakukan penilaian dan 

bekerjasama dengan Tergugat III yaitu KJPP untuk dilakukan penilaian 

barang jaminan, berdasarkan atas Peraturan Menteri Keuangan No. 

27/PMK/.06/2016 menyatakan bahwa “lelang eksekusi, lelang eksekusi 

fidusia, dan lelang eksekusi harta pailit dengan nilai limit paling sedikit Rp. 

1.000.000.0000 wajib dilihat dari suatu hasil dari penilaian si penilai, maka 

dari itu Tergugat I menunjuk Tergugat III sebagai tim penilai barang 

jaminan”.9 

Hasil dari total keseluruhan nilai limit atas barang jaminan milik 

Penggugat ialah sebesar Rp 23. 473.000.000,- (dua puluh tiga milyar empat 

ratus tujuh puluh tiga juta rupiah). Sesuai hasil nilai limit tersebut, 

Penggugat keberatan karena nilai tersebut sangat minim dan tidak sesuai 

apabila akan disandingkan dari suatu harga nilai pasar yang telah 

 
9 Ibid. 
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berkembang pesat. Penggugat mengatakan ia pernah juga melakukan 

penilaian di tahun 2017 kepada KJPP Amin Nirwan Alfiantori & Rekan dan 

mendapatkan hasil penilaian sebesar Rp 55. 841.900.000,- (lima puluh lima 

milyar delapan ratus empat puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah), 

dengan melihat dari penilaian pada tahun 2017 itu Penggugat merasa 

dirugikan dengan penilaian yang terbaru karena jauh berbeda dengan apa 

yang ia ketahui dan jauh berbeda dari harga pasar, sehingga layak dinilai 

harga yang tidak patut dan tidak wajar serta penilaian yang telah dinyatakan 

bahwa tidak sah/cacat hukum/batal demi hukum.  

Penggugat juga merasa dirugikan ketika tidak dilibatkan dalam 

menentukan nilai limit tersebut, yang menurut Penggugat telah melanggar 

asas keterbukaan, Penggugat menyatakan bahwa pelelangan sesuai dari 

nilai limit yang terbilang rendah, tidak realistis mengakibatkan dapat 

dibatalkan sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 

112K/Pdt/1997 tanggal 20 April 1999 denganmana menyatakan bahwa 

“pelelangan dapat dibatalkan atas alasan harga lelang jauh lebih rendah dari 

nilai objek jaminanya”. Untuk itu, menurut hemat Penggugat patut kiranya 

lelang yang akan dilaksanakan dapat dibatalkan.  

Namun upaya penggugat dalam melakukan gugatan pada Para 

Tergugat tidak membuahkan hasil yang dapat menguntungkan pihak 

Penggugat, maka dari itu Penggugat mengajukan permohonan banding 

kepada Pengadilan Tinggi Palembang untuk dapat di cek kembali terkait 

putusan tingkat pertama, dan permohonan banding tersebut dikabulkan oleh 
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Pengadilan Tinggi dengan Nomor Perkara 29/PDT/2020/PT PLG. 

Selanjutnya, setelah dilakukan pengecekan terhadap putusan tingkat 

pertama lalu Penggugat sebagai pembanding dapat mengajukan suatu 

gugatan terhadap Mahkamah Agung dikarenakan pada tingkat banding 

masih belum ada kepuasan dari pihak Pembanding, Pembanding yang 

dalam hal ini Pemohon dapat mengajukan suatu kasasi terhadap Mahkamah 

Agung dengan Nomor Perkara 1225 K/PDT/2021 dengan putusan Majelis 

Hakim yang masih sama dengan pengadilan tingkat pertama, yaitu 

permohonan dari Pemohon  ditolak.  

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik agar dapat mengkaji 

secara ilmiah uraian tersebut dan menguraikannya dalam bentuk skripsi 

dengan judul “Perlindungan Hukum bagi Debitur Terhadap Penentuan 

Nilai Limit Lelang Hak Tanggungan dalam Penyelesaian Kredit Macet 

(Studi Putusan Perkara Nomor. 1225 K/PDT/2021)”. 

B. Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, 

maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi debitur terhadap penentuan nilai 

limit lelang hak tanggungan dalam penyelesaian kredit macet ? 

2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam 

putusan Mahkamah Agung Nomor. 1225 K/PDT/2021 tentang 



11 

 

 

 

penentuan nilai limit lelang hak tanggungan dalam penyelesaian kredit 

macet ?         

C. Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan tersebut, 

maka tujuan penelitian yang akan dicapai dalam skripsi ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum 

bagi debitur terhadap penentuan nilai limit lelang hak tanggungan 

dalam penyelesaian kredit macet. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hukum 

Majelis Hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor. 1225 

K/PDT/2021 tentang penentuan nilai limit lelang hak tanggungan 

dalam penyelesaian kredit macet. 

D. Manfaat Penelitian 

 

Adapun manfaat penelitian dalam skripsi ini dapat diuraikan sebagai 

berikut:  

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritisnya yakni diharapkan dapat mengasih suatu pokok 

sumbangsih pemikiran yang ilmiah terkait ilmu hukum dalam 

perbankan yang khususnya dalam mengatasi kredit macet dengan 

melakukan pelelangan objek hak tanggungan dan menentukan nilai 

limit pada objek lelang tersebut.  
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2. Manfaat Praktis 

a) Bagi Masyarakat 

Bagi masyarakat yakni diharapkan dapat mengasih suatu 

pemahaman yang lebih terkait perjanjian terhadap melakukan 

pinjaman kredit kepada bank, masyarakat juga memahami 

akibat hukum jika lalai dalam melakukan kewajibannya untuk 

melunasi kredit. 

b) Bagi Debitur 

Penelitian ini bisa memberikan ilmu hukum secara tepat terkait 

perjanjian pinjaman kredit yang wajib dilunaskan dan dapat 

memberikan pemahaman dan perlindungan hukum mengenai 

nilai limit objek lelang hak tanggungan yang telah ditentukan.  

c) Bagi Pihak Perbankan 

Bagi pihak bank, dalam penulisan ini dapat menjadi masukan 

ketika melakukan penilaian dan menentukan nilai limit lelang 

yang sesuai dengan debitur agar tidak menjadi sebuah masalah 

di kemudian hari. 

d) Bagi Pemerintah 

Bagi Pemerintah ini yakni diharapkan dapat menjadi acuan atau 

referensi secara menyeluruh terkait dinamika masyarakat 

terhadap suatu perlindungan hukum penetapan nilai limit lelang.  
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E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup dalam penelitian ini yakni pelelangan tentunya akan 

berkaitan mengenai permasalahan bagaimana perlindungan hukum bagi 

debitur terhadap penentuan nilai limit lelang dan apa dasar pertimbangan 

hukum hakim atas putusan Nomor. 1225 K/PDT/2021 ditinjau dari Undang-

Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta 

Benda-Benda serta berkaitan terhadap Tanah dan Peraturan Menteri 

Keuangan (PMK) tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Nomor 

213/PMK.06/2020 dan Nomor 27/PMK.06/2016. 

F. Kerangka Teori 

 

1. Teori Lelang 

 

Istilah “lelang” ini tidak asing lagi saat digunakan dalam dunia 

bisnis, lelang banyak diartikan sebagai jual beli. Istilah “perlelangan” 

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ini dapat diartikan sebagai suatu 

penjualan dengan jalan lelang.10 Sebagaimana yang diatur dalam suatu 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 bahwa “lelang 

adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran 

harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau 

menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan 

pengumuman lelang”. Sebagaimana yang dimaksud oleh ahli, M. Yahya 

Harahap bahwa “Lelang itu adalah pelelangan dan penjualan barang 

 
10 KBBI Daring, s.v. Perlelangan, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlelangan diakses 

pada 2 September Pukul 19.54 WIB. 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlelangan
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yang diadakan di muka umum dengan penawaran harga yang makin 

meningkat, dengan persetujuan harga yang makin meningkat, atau 

dengan pendaftaran harga, atau di mana orang-orang yang diundang 

atau sebelumnya diberi tahu tentang pelelangan atau penjualan, atau 

kesempatan yang diberikan kepada orang-orang yang berlelang atau 

yang membeli untuk menawar harga, menyetujui harga atau 

mendaftarkan.”11  

Beberapa asas yang diterapkan dalam melaksanakan lelang adalah 

asas keterbukaan, persaingan, keadilan, kepastian hukum, efisiensi dan 

akuntabilitas. Pelaksanaan lelang sendiri memiliki beberapa keunggulan 

yakni cepat, aman, adil, dan efisien dalam menghasilkan suatu harga 

yang wajar serta terdapatnya suatu kepastian hukum. Macam- macam 

lelang yang banyak diketahui khalayak umum yakni “lelang eksekusi, 

lelang non -eksekusi wajib dan lelang non-eksekusi sukarela”. 12 

Pelaksanaan lelang yang telah dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan 

Kekayaan Negara dan Lelang atas perintah dari PT. BRI Tbk. (Persero) 

sudah sesuai dengan dasar hukum pelaksanaan lelang yang dikeluarkan 

oleh pemerintah yakni “Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

27/PMK.06/2016”. Akan tetapi, dalam menetapkan suatu nilai limit 

yang akan dibuat oleh PT. BRI Tbk ini nantinya tidak akan di cek lagi 

oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang dalam hal ini 

 
11 Rachmandi Usman, 2019, Hukum Lelang, Jakarta:Sinar Grafika, hlm.21. 
12 Ibid, hlm.27. 



15 

 

 

 

dianggap sebagai perantara yang melaksanakan lelang eksekusi. Dasar 

lainnya dilaksanakan pelelangan ini adalah karena PT Surya Prima 

Abadi tidak melakukan kewajibannya dalam membayar kredit pada PT. 

BRI Tbk. dan sudah sewajarnya objek jaminan hak tanggungan tersebut 

dilelangkan, namun perlu adanya penegasan terkait penilaian objek 

lelang yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak pelaksana lelang agar 

pihak-pihak yang dimaksud tidak akan mengalami kerugian.  

2. Teori Perjanjian 

 

“Overenkomst” yang berasal dari kata “overeenkomen” yang 

diartikan sebagai sepakat, dimana makna dari sepakat tentunya telah 

singkron dengan asas konsensualitas. Yang dalam hal ini suatu 

perjanjian ada setelah adanya kata sepakat. Perjanjian tersebut dapat 

diartikan sebagai suatu perjanjian yang mengakibatkan hukum 

sebagaimana yang diinginkan oleh para pihak.13 Pasal 1320 

KUHPerdata merupakan syarat sahnya perjanjian yang didalamnya 

terdapat dua syarat (subjektif dan objektif). Dalam perjanjian ini 

didalamnya tentunya terdapat suatu hubungan hukum dilapangan harta 

kekayaan (perjanjian pemberian kredit, utang-piutang, sewa-

menyewa), yang tentunya dalam hubungan hukum tersebut salah satu 

pihaknya terdapat suatu kewajiban.14 Yang dimaksud dengan perjanjian 

kredit ialah suatu perjanjian pemberian kredit yang dilakukan oleh 

 
13 Zakiyah, 2015, Hukum Perjanjian Teori dan Perkembangannya, Yogyakarta:Lentera 

Kreasindo, Lingkar Media, hlm.2. 
14 Ibid. 
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pembeli kredit dan penerima kredit, dimana hubungan kredit nya 

sendiri yakni hubungan kontraktual berupa pinjam meminjam. 

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata 

bahwa “Setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai 

undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, maka jika semua 

perjanjian tersebut telah mencapai syarat-syarat, maka para pihak dapat 

dinyatakan bebas untuk membuat/menuangkan isi kontrak/perjanjian 

tersebut.    

Perjanjian kredit antara PT Surya Prima Abadi dan PT. Bank 

Rakyat Indonesia (Perseroan) Tbk juga bebas dalam membuat 

perjanjian, dan tentunya ada kesepakatan jaminan yang di agunkan 

ketika membuat perjanjian tersebut, jika tidak adanya pelunasan dari 

pihak debitur maka disebut lalai atau wanprestasi dalam memenuhi 

perjanjian. Kreditur juga dapat mengeksekusi jaminan yang diberikan 

oleh debitur ketika perjanjian di awal sebagaimana yang diatur dalam 

Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. 

3. Teori Perlindungan Hukum 

 

Pengertian perlindungan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

diartikan sebagai suatu tempat untuk berlindung/suatu perbuatan untuk 

memperlindungi.15 Pengertian Hukum diartikan secara resmi dalam 

suatu peraturan yang dianggap mengikat.16 Berdasarkan pendapat ahli 

 
15 KBBI Daring, s.v. Perlindungan, https://kbbi.web.id/perlindungan diakses pada 3 

Agustus Pukul 14.46 WIB.  
16 KBBI Daring, s.v. Hukum, https://kbbi.web.id/hukum diakses pada 3 Agustus 2022 

Pukul 14. 59 WIB. 

https://kbbi.web.id/perlindungan
https://kbbi.web.id/hukum


17 

 

 

 

Philipus M Hadjon juga bahwa “perlindungan hukum adalah 

perlindungan harkat-martabat, dan pengakuan terhadap HAM (Hak 

Asasi Manusia) yang dimiliki subjek hukum yang didasari atas 

ketentuan hukum dari kesewenangan”.  

Bentuk-bentuk dari perlindungan hukum terbagi menjadi dua, 

yakni preventif dan represif. Tujuan dari Perlindungan hukum preventif 

ialah agar dapat menghindari sebuah sengketa dan tentunya tetap 

mengarah terhadap suatu tindakan yang dilakukan oleh pemerintah 

secara hati-hati dalam mengambil suatu keputusan, sedangkan tujuan 

dari perlindungan hukum represif ialah agar dapat mentuntaskan suatu 

sengketa, yang didalamnya juga terdapat penanganan di lembaga 

peradilan.17 

Sarana dari suatu perlindungan hukum diberikan kepada debitur 

karena menolak harga objek lelang atas hak tanggungan yang telah 

ditetapkan atas dasar penilaian dengan cara preventif maupun represif, 

diantara lain: 

a. Berdasarkan yang dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan telah memberikan perlindungan, bahwa “atas 

 
17 Dyah Permata Budi Asri, 2018, Perlindungan Hukum Preventif terhadap Ekspresi 

Budaya Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2014 tentang Hak Cipta: Journal of Intellectual Property Vol.1, hlm 15. 

https://jurnal.uii.ac.id/JIPRO/search/authors/view?givenName=Dyah%20Permata%20Budi&famil

yName=Asri&affiliation=Dosen%20Fakultas%20Hukum%20Universitas%20Janabadra%20Yogy

akarta&country=ID&authorName=Asri%2C%20Dyah%20Permata%20Budi diakses pada 3 

Agustus 2022 Pukul 15.05 WIB. 

https://jurnal.uii.ac.id/JIPRO/search/authors/view?givenName=Dyah%20Permata%20Budi&familyName=Asri&affiliation=Dosen%20Fakultas%20Hukum%20Universitas%20Janabadra%20Yogyakarta&country=ID&authorName=Asri%2C%20Dyah%20Permata%20Budi
https://jurnal.uii.ac.id/JIPRO/search/authors/view?givenName=Dyah%20Permata%20Budi&familyName=Asri&affiliation=Dosen%20Fakultas%20Hukum%20Universitas%20Janabadra%20Yogyakarta&country=ID&authorName=Asri%2C%20Dyah%20Permata%20Budi
https://jurnal.uii.ac.id/JIPRO/search/authors/view?givenName=Dyah%20Permata%20Budi&familyName=Asri&affiliation=Dosen%20Fakultas%20Hukum%20Universitas%20Janabadra%20Yogyakarta&country=ID&authorName=Asri%2C%20Dyah%20Permata%20Budi
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kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, 

penjualan objek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di 

bawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh 

harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak”.18 

Penjelasan diatas menyatakan sesuatu diperbolehkan 

melaksanakan suatu penjualan objek atas hak tanggungan 

(bawah tangan), jika sepakat antara kreditur dan debitur, jika 

penjualan dibawah tangan maka debitur dapat menyesuaikan 

harga yang diinginkan dengan pembeli objek hak 

tanggungan. 

b. Berdasarkan yang dimaksud dalam Pasal 49 Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 bahwa “dalam 

pelaksanaan Lelang Eksekusi Pasal 6 UUHT, Lelang 

Eksekusi Fiducia, dan Lelang Eksekusi Harta Pailit, Nilai 

Limit ditetapkan paling sedikit sama dengan Nilai 

Likuidasi”. Pasal tersebut menjelaskan bahwa penentuan 

nilai limit paling tidak harus sama dengan nilai likuidasi 

yang artinya tidak boleh dibawah nilai likuidasi.  

c. Dalam memeriksa dan memutus suatu perkara dari 

pernyatakan para pihak mengenai suatu pelaksanaan lelang 

 
18 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-

Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 

42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632) 
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dan penentuan nilai limit, tentunya peran hakim sangat 

dibutuhkan. Hakim juga wajib untuk dapat membuktikan 

bahwa penentuan nilai limit dan pelaksanaan lelang telah 

singkron terhadap kepastian hukum, pihak mengajukan 

gugatan juga harus memperoleh hak nya dalam proses lelang 

yang sudah terjadi dengan tetap melakukan kewajibannya 

yaitu membayar utang dan bunga yang telah dipinjamkan. 

Sehingga dapat ditentukan pemenang dalam kasus ini dan 

tentunya Penggugat dan Tergugat mendapatkan putusan 

yang adil. 

4. Teori Pertimbangan Hakim 

 

Pada umumnya dalam mencari suatu keadilan, masyarakat 

tentunya menginginkan agar dalam setiap putusan pengadilan bisa 

mengutarakan/mewakili suara hati kecilnya. Oleh karena itu, dalam 

membuat putusan, terdapat tiga pedoman hakim, diantaranya yakni:19 

a. Unsur yuridis, dimana unsur ini merupakan unsur yang utama 

dalam pedoman hakim. 

b. Unsur filosofis, dimana dalam unsur ini terdapat keadilan dan 

kebenaran didalamnya. 

 
19 Tri Endah Panuntun, 2015, Pertumbangan Hukum oleh Hakim dalam Putusan terhadap 

Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak, Jurnal Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm 

9 http://e-journal.uajy.ac.id/9146/ diakses pada 2 Agustus 2022 Pukul 16.32 WIB. 

http://e-journal.uajy.ac.id/9146/
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c. Unsur sosiologis, dimana untuk ini yang akan 

mempertimbangkan dari suatu tata nilai-budaya yang 

berkembang di masyarakat. 

Dalam memutuskan suatu perkara, hakim melihat dari unsur 

keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam memenuhi unsur-

unsur dalam keadilan, tugas hakim ialah menegakannya berdasarkan 

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, keadilan 

tentunya tidak boleh memihak, dan berdasarkan suatu peraturan yang 

ada dalam menjatuhakan putusan, pihak yang menang dapat menuntut 

kewajibannya begitu juga pihak yang kalah harus memenuhi jawaban 

dari putusan. Selanjutnya, unsur kepastian hukum dimana, hakim dalam 

memutuskan suatu perkara tidak mengacu kepada undang-undang. 

Agar para pihak masyarakat menaruh kepercayaan pada hakim, 

diperlukannya unsur kemanfaatan, karena jika setelah adanya putusan 

dan pengeksekusian secara nyata dengan baik serta membawa 

kemanfaatan bagi para pihak yang berperkara, masyarakat akan tetap 

memilih kepercayaan pada aparat penegak hukum secara utuh untuk 

menyelesaikan suatu perkara.20  

G. Metode Penelitian 

 

1. Jenis Penelitian 

 

Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dipakai dalam 

penulisan skripsi ini, dimana penelitian hukum normatif sendiri dapat 

 
20 Ibid.  
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diartikan sebagai penelitian yang mengacu terhadap data-data yang ada, 

dan bahan lainnya yang masih dalam ruang lingkup dengan topik 

pembahasan ilmiah yang diangkat. Penelitian hukum normatif ini dapat 

dilaksanakan berdasarkan cara-cara dengan data sekunder yang diiringi 

dengan data primer.21 

2. Pendekatan Penelitian 

 

Pendekatan perundang-undangan (Statue Approach), pendekatan 

konseptual (Conseptual Approach), dan pendekatan kasus (Case 

Approach) merupakan penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi 

ini. Statue Approach dilaksanakan dengan memakai cara membedah 

undang-undang dan regulasi terkait dan dengan isu hukum yang 

diangkat, sedangkan Conseptual Approach merupakan penelitian 

dilihat dari konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya22, lalu 

Case Approach merupakan penelitian yang didasarkan dengan cara 

menerapkan norma dan kaidah hukum yang telah ada dan dipraktikan. 

3. Bahan Penelitian Hukum 

 

Penelitian normatif adalah bahan penelitian hukum yang dipakai 

dalam penulisan skripsi ini. Pendekatan hukum normatif diartikan 

sebagai suatu pendekatan dengan kepustakaan yang didalamnya adalah 

bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.23 

 
21 Sudaryono, 2017, Metodologi Penellitian, Depok: PT Rajagrafindo Persada, hlm.82. 
22 Peter Mahmud Marzuki, 2013, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta: Kharisma Putra 

Utama, hlm. 133. 
23 Ibid, hlm. 158. 
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a. Bahan hukum primer dapat diartikan sebagai bahan hukum yang 

memiliki dasar-dasar, aturan-aturan, kekuatan hukum mengikat, 

yurisprudensi serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan 

dengan objek penelitian, diantaranya: 

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 

2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan 

atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan 

Tanah; 

3) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Lelang Nomor 27/PMK.06/2016; 

4)  Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 

165/Pdt.G/2019/PN.Plg; 

5)  Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 

29/PDT/2020/PT PLG; 

6)  Putusan Mahkamah Agung Nomor 1225 K/PDT/2021. 

b. Bahan hukum sekunder dapat diartikan sebagai bahan hukum yang 

berkaitan erat dengan bahan hukum primer, yang melengkapi 

untuk menganalisis, dan memahami dari bahan hukum primer, 

seperti:24 

1) Hasil karya ilmiah, 

2) Hasil penelitian. 

 
24 Ibid, hlm. 202. 
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c. Bahan-bahan hukum tersier diartikan sebagai bahan yang 

didalamnya memuat informasi mengenai bahan hukum primer dan 

bahanhukum sekunder, seperti:25 

1) Bibliografi, 

2) Kamus. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum  

 

Teknik pengumpulan bahan yang dipakai dalam penelitian ini yaitu 

dengan cara mengumpulkan bahan hukum sekunder yang dilaksanakan 

menggunakan metode studi kepustakaan (library research) atau 

diartikan sebagai suatu kegiatan untuk mengutip, mempelajari, 

mendalami suatu teori dan konsep yang berupa jurnal, buku, Koran, 

majalah, karya tulis (sesuai dengan topik yang diangkat), dan variabel 

penelitian. Selanjutnya data-data yang telah terkumpul akan diolah 

melalui pemeriksaan, penandaan, penyusunan, dan sistematis atas dasar 

pokok bahasan.26 

5. Analisis Bahan Penelitian 

 

Bahan lain sebagai penunjang pada penelitian ini dapat didasarkan 

melalui metode deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif terhadap bahan-bahan hukum, dengan menggunakan suatu 

cara menggambarkan, dan membahas pokok masalah dalam penelitian 

yang berdasarkan dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku.27 

 
25 Ibid. 
26 Dr. Widodo, 2018, Metodologi Penellitian, Depok: PT Rajagrafindo Persada,hlm.75. 
27 Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, hlm.194. 
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6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

 

Teknik penarikan kesimpulan yang dilaksanakan yakni melalui 

logika berpikir induktif, yang artinya ialah proses berpikir logis yang 

diawali dengan observasi data, pembahasan, serta dukungan dengan 

pembuktian yang diakhiri dengan kesimpulan secara umum.  
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